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Bagi pemilik merek yang mereknya ditiru atau dipalsukan oleh orang lain 
tentunya bagi pemilik merek tersebut merasa dirugikan. Sebagaimana halnya 
dengan penjual pakaian dengan merek palsu (tiruan) di Pasar Air Tiris Kabupaten 
Kampar. Tentunya penjual yang meniru merek pakaian tersebut bertujuan untuk 
mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan di pihak lain 
tentunya mengalami kerugikan, oleh karena itu bagaimana perlindungan hukum 
terhadap pemilik merek tersebut menurut undang-undang. Merek pakaian tiruan 
tersebut seperti merek levis, merek lee dan merek hugo, yang mana merek-merek 
tersebut merupakan merek terkenal, tetapi banyak merek tersebut dipakai untuk 
pakaian yang tidak asli (KW), yang berdar pada berbagai pasar termasuk Pasar 
Air Tiris. 
Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam 
penelitian ini adalah  bagaimana perkembangan pakaian merek tiruan (palsu) 
dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Pasar Air 
Tiris Kabupaten Kampar, dan bagaimana dampak pakaian merek tiruan (palsu) 
dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Pasar Air 
Tiris kabupaten Kampar. 
Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian 
hukum sosiologis, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan 
jual beli pakaian merek tiruan dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 
Tentang Merek di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar. Hal ini dilakukan melalui 
pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode 
deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret 
mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan 
suatu permasalahan tertentu. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini 
bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang 
jual beli pakaian merek tiruan dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 
Tentang Merek dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang 
Merek di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar. 
Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa perkembangan pakaian merek 
tiruan (palsu) dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek 
di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar, terus berkembang dan semakin hari 
semakin banyak, menurut undang-undang tersebut tidak dibenarkan kecuali merek 
tersebut dialihkan oleh pemiliknya melalui pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, 
perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang sebagaimana 
dijelaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, selain dari hal 
tersebut maka penggunaan mereka milik orang lain adalah ilegal termasuk 
pakaian dengan merek tiruan atau palsu. 
Dampak penjualan pakaian merek tiruan (palsu) dilihat dari Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Pasar Air Tiris kabupaten 
Kampar, antara lain adalah sewaktu-waktu pemilik merek dapat mengajukan 
tuntutan ke pengadilan niaga, berupa tuntutan ganti rugi. Di samping itu juga 
dapat meminta ke pengadilan untuk menarik atau menghentikan peredaran barang 
dagangan yang menggunakan mereknya tanpa izin. Hal ini merupakan dampak 
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A. Latar Belakang Masalah 
Dunia bisnis dapat memberikan kemudahan kepada konsumen untuk 
mendapat sesuatu yang diinginkan, baik dari segi sandang, pangan maupun papan 
(perumahan), demikian juga halnya dengan kebutuhan akan pakaian dengan 
berbagai jenis dan merek dapat ditemui di pasar, supermarket, mall dan 
sebagainya. 
Barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen tersebut 
dipasarkan melalui tempat-tempat yang sudah ditentukan, yakni di pasar. Saat ini 
perkembangan barang-barang khususnya pakaian dalam berbagai merek beredar 
dan berkembang di pasaran. Demikian juga halnya dengan pakaian dengan merek 
tiruan (palsu). Sebagaimana halnya dengan pakaian di Pasar Air Tiris Kabupaten 
Kampar, yang banyak beredar barang-barang dengan merek tiruan atau palsu, 
sehingga dapat merugikan pembeli atau konsumen, dan juga sekaligus melanggar 
ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang 
Merek. 
Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 disebutkan 
bahwa, “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, 
logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi 
dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih 
unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh 
orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”. 
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Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa, merek adalah tanda atau 
gambar, huruf, angka dan sebagainya yang dimiliki oleh seseorang dan 
dipergunakan untuk kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek tersebut 
apabila sudah terdaftar, maka orang lain dapat menggunakan merek tersebut atas 
izin dari yang memiliki merek tersebut. 
 Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 disebutkan 
bahwa, “Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada 
pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan 
sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada  pihak lain untuk 
menggunakannya”. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka 
waktu 10 (sepuluh) tahun  sejak tanggal  penerimaan. Dan jangka waktu 
perlindungan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
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 Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, bagi seseorang yang 
ingin memakai merek suatu produk, maka yang bersangkutan harus mendapat izin 
terlebih dahulu kepada pemilik merek yang bersangkutan, karena merek yang 
sudah terdaftar tersebut mendapat perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun 
dan dapat diperpanjang selama jangka waktu yang sama. 
 Sebagaimana halnya yang terjadi di Pasar Air Tiris bahwa ada penjual 
pakaian yang menjual pakai dengan merek tiruan atau palsu. Hal ini jelas 
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek. 
Merek tiruan tersebut adalah merek orang lain yang digunakan untuk suatu 
pakaian yang sebenarnya tidak sebagai produk dengan merek yang sebenarnya. 
                                                 
1
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.  
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 Pihak yang secara tanpa hak mengunakan merek yang mempunyai 
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang 
sejenis.
2
 Dari pernyataan tersebut jelas bahwa bagi pihak yang secara tanpa hak 
menggunakan merek yang sudah terkenal, bagi yang ingin menggunakannya maka 
harus melalui prosedur yang ditentukan dalam undang-undang. 
 Dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi 
internasional yang telah diratifikasi Indonesia,  peranan merek menjadi sangat 
penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.
3
 Oleh karena itu 
hak merek perlu mendapat perlindungan hukum, agar pemilik merek tersebut 
tidak dirugikan oleh pihak-pihak lain yang meniru merek yang sama. 
 Sebagaimana halnya pakaian dengan merek tiruan yang beredar di Pasar 
Air Tiris Kabupaten Kampar, yang menggunakan merek yang tidak sesuai dengan 
apa yang sudah dilakukan. Oleh karena itu persoalan merek juga menjadi 
persoalan yang sering mendapat masalah di lapangan, karena ada saja pihak-pihak 
yang menggunakan merek orang lain atau tiruan yang menyerupai merek yang 
sudah terkenal, demi untuk mendapatkan keuntungan, hal ini jelas bertentangan 
dengan undang-undang merek. 
 Bagi pemilik merek yang mereknya ditiru atau dipalsukan oleh orang lain 
tentunya bagi pemilik merek tersebut merasa dirugikan. Sebagaimana halnya 
pakaian dengan merek palsu (tiruan) yang beredar di Pasar Air Tiris Kabupaten 
Kampar. Tentunya ada pihak-pihak tertentu yang meniru merek pakaian tersebut 
bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan di 




Ermansyah Djaja, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.189  
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pihak lain tentunya mengalami kerugikan, oleh karena itu bagaimana 
perlindungan hukum terhadap pemilik merek tersebut menurut undang-undang. 
 Merek pakaian tiruan tersebut seperti merek levis, merek lee dan merek 
hugo, yang mana merek-merek tersebut merupakan merek terkenal, tetapi banyak 
merek tersebut dipakai untuk pakaian yang tidak asli (KW), yang berdar pada 
berbagai pasar termasuk Pasar Air Tiris. 
 Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2016 bahwa, merek dagang yang sudah terdaftar dilindungi oleh undang-undang, 
dan dalam Pasal 100 dinyatakan pula bahwa, barangsiapa yang menggunakan 
merek dagang orang lain tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara selama 
5 (lima) tahun, dan denda sebesar 2 (dua) milyar rupiah. 
 Peredaran pakaian yang bermerek tiruan atau bermerek palsu, merupakan 
perbuatan yang dapat dipersalahkan karena sudah menggunakan hak orang lain, 
jelasnya dia tidak dapat menerima apa yang dilakukan oleh penjual tersebut. oleh 
karena itu penulis tertarik untuk mengakaji  hal tersebut dengan mengambil judul 
skripsi yakni: “PAKAIAN MEREK TIRUAN (PALSU) DILIHAT DARI 
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DI 
PASAR AIR TIRIS KABUPATEN KAMPAR”. 
B. Batasan Masalah 
Dalam melakukan penelitian penulis membatasi pada hal-hal yang 
berhubungan dengan perkembangan pakaian merek tiruan (palsu), dampak dari 
penggunaan merek orang lain tanpa izin, pelanggaran yang dilakukan oleh 
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penjual, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penggunaan merek 
tiruan (palsu). 
C. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana perkembangan pakaian merek tiruan (palsu) dilihat dari Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Pasar Air Tiris Kabupaten 
Kampar? 
2. Bagaimana dampak pakaian merek tiruan (palsu) dilihat dari Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Pasar Air Tiris kabupaten Kampar? 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berkenaan dengan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin 
dicapai dari penelitian ini adalah:  
a) Untuk mengetahui dan mendapat gambaran tentang perkembangan 
pakaian merek tiruan dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 
Tentang Merek di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar  
b) Untuk mengetahui dampak terhadap pakaian merek tiruan dilihat dari 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Pasar Air 
Tiris Kabupaten Kampar. 
2. Kegunaan Penelitian 
Sedangkan kegunaan yang hendak penulis peroleh dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
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a) Untuk memperluas pengetahuan penulis tentang hukum bisnis terutama 
yang berhubungan dengan merek. 
b) Untuk dapat dipergunakan sebagai data sekunder bagi pembaca, dan 
sekaligus dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan 
penelitian dan keperluan akademik lainnya. 
c) Sebagai sumbangsih penulis kepada almamater, yaitu Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
E.   Metode Penelitian 
 Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian 
sebagai berikut: 
1.Jenis dan Sifat Penelitian 
Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian 
hukum sosiologis, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan 
pakaian merek tiruan dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang 
Merek di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar. Hal ini dilakukan melalui 
pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode 
deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret 




Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu 
menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang pakaian merek tiruan 
dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dilihat dari 
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Pasar Air Tiris 
Kabupaten Kampar. 
2.Lokasi Penelitian 
Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan penelitian ini 
di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar. Adapun alasan penulis mengambil lokasi 
penelitian ini adalah, bahwa masih ada beredar pakaian merek tiruan atau merek 
orang lain, sehingga menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang 
Merek dapat merugikan pemilik merek, yang dapat dipersalahkan melanggar 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek. 
3.Subjek dan Objek Penelitian   
Subjek dalam penelitian ini adalah penjual pakaian tiruan (palsu) di Pasar 
Air Tiris Kabupaten Kampar. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini 
adalah pakaian merek tiruan di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar.  
4.Jenis Data 
Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah: 
a. Data Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat 
lokasi penelitian,
5
 dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak 
yang berhubungan dengan pakaian merek tiruan di Pasar Air Tiris 
Kabupaten Kampar. 
b. Data Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, 
yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang 
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Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. 
RajaGrafindo Persada, 2008), h.30  
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berwujud laporan dan sebagainya,
6
 yang berhubungan dengan masalah 
dalam penelitian ini. 
c. Data hukum tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua 
bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan 
topik yang dikaji dalam penelitian ini. 
5.Populasi dan Sampel 
Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, 
benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.
7
 
Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.
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Populasi dalam penelitian ini adalah penjual pakaian di Pasar Air Tiris Kabupaten 
Kampar sebanyak 32 orang, Pengawas dari Satpol PP sebanyak 5 orang, dan 
Bagian HAKI pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 1 orang. 
Oleh karena populasi  tergolong kecil, maka penulis mengambil keseluruhan 
populasi sebagai sampel dengan metode total sampling. 
Tabel I.1 
Populasi dan Sampel 
 








1 Penjual pakaian  32 32 100% Total Sampling 




Hukum dan HAM 
1 1 100%  
 JUMLAH 38 38 100% Total Sampling 
 
Sumber: Data lapangan, 2019 
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Ibid, h.30  
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Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 
2007), h.118  
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6.Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.9 Dalam 
hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan, untuk 
mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek 
penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 
b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 
langsung kepada Satpol PP di Pasar Air Tiris. 
c. Angket, yaitu daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan untuk penjual 
pakaian di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar, dengan tujuan untuk 
mendapatkan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 
d. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, 





Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan   
metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis 
maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Tahap yang 
selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif, 
yakni menjelaskan secara jelas mengenai pakaian merek tiruan dilihat dari 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Pasar Air Tiris 
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Haris Herdiansyah, Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta: Salemba 
Humanika, 2010), h.106  
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Hajar. M, Metode Penelitian Hukum, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 
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Kabupaten Kampar, serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil 




F.  Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN yang berisikan latar belakang masalah, batasan 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 
metode penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN, yang 
berisi gambaran umum tentang Kabupaten Kampar, dan gambaran 
Umum tentang Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar.   
BAB III TINJAUAN PUSTAKA, yang berisi pengertian merek, dan jenis-
jenis merek, dan perlindungan terhadap merek 
BAB IV BERISI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yakni   
mengenai pakaian merek tiruan dilihat dari Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Pasar Air Tiris 
Kabupaten Kampar, dan dampak pakaian merek tiruan dilihat dari 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Pasar 
Air Tiris Kabupaten Kampar. 
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TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar 
  Kabupaten Kampar terbentuk sejak Tahun 1956 berdasarkan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Pada awalnya 
Kabupaten Kampar terdiri dari 19 Kecamatan dengan dua  Pembantu Bupati, 
sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.318/VII/1987 tanggal 13 
Juli 1987. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangaraian dan 
Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci. Pembantu Bupati Wilayah I 
mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto 
Darussalam, Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan 
Kuras, Bunut dan Kuala Kampar. Sedangkan kecamatan lainnya yang tidak 




  Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1993 Jo Surat 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1999 tanggal 24 Desember 
1999, maka Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 kabupaten, yaitu 
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar, yang 
dikepalai oleh seorang bupati dengan satu orang wakil bupati. 
  Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan dan 250 desa/kelurahan. Dari 
250 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Kampar pada Tahun 2014 sebanyak 
178 desa (71,2 persen) merupakan desa non tertinggal, 55 desa (22 persen) 
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merupakan desa tertinggal, dan 17 desa (6,8 persen) merupakan desa sangat 
tertinggal. Desa sangat tertinggal banyak terdapat di Kecamatan Kampar Kiri 
Hulu yaitu sebanyak 9 desa. 
  Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2014 
sebanyak 10.307 orang. Jika diamati menurut golongan kepangkatan, jumlah 
pegawai Golongan III paling banyak, yaitu 5.105 orang, disusul Golongan IV 
sebanyak 3.382 orang, Golongan II sebanyak 1.720 orang, sedangkan sisanya 100 
orang adalah pegawai Golongan I. 
  Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk akhir Tahun 2014, jumlah 
penduduk Kabupaten Kampar adalah 773.171 orang, yang terdiri dari penduduk 
laki-laki sebanyak 397.107 jiwa (51,56 persen) dan wanita sebanyak 376.064 jiwa 
(48,44 persen). Ratio jenis kelamin (perbandingan penduduk laki-laki dengan 
penduduk perempuan) adalah 106, yaitu berarti jumlah penduduk laki-laki 6% 
lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan.
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  Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar, 
yaitu 363 jiwa/Km2, diikuti oleh Kecamatan Bangkinang Kota dan Rumbio Jaya 
219 jiwa/Km2. Sedangkan dua kecamatan yang relatif jarang penduduknya yaitu 
Kecamatan Kampar Kiri Hulu 9 jiwa/Km2 dan Kampar Kiri Hilir 15 jiwa/Km2. 
  Empat kecamatan yang luas wilayahnya di atas 1.000 Km2, yaitu Kampar 
Kiri Hulu, Tapung, Tapung Hulu dan Tapung Hilir, tetapi memiliki kepadatan 
penduduk di bawah rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Kampar (116 
jiwa/Km2). 





  Di semua wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, sudah 
memiliki semua jenjang pendidikan, mulai dari  Taman Kanak-Kanak (TK) 
sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), dan di Kabupaten 
Kampar sudah mempunyai beberap buah perguruan tinggi. 
  Demikian juga halnya dengan pembangunan bidang kesehatan, yang 
bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara 
mudah, murah dan merata. Dengan meningkatkan pelayanan ini diharapkan akan 
dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 
  Upaya untuk meningatkan derajat kesehatan masyarakat sudah banyak 
upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah antara lain penyediaan berbagai 
fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, tenaga medis (dokter, perawat, 
bidan) dan lain-lain. Pada Tahun 2014 terdapat 1 buah rumah sakit pemerintah, 27 
puskesmas, 164 puskesmas pembantu, dan 29 puskesmas keliling.
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  Dibidang keagamaan, sesuai dengan falsafah negara, pelayanan kehidupan 
beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa senantiasa 
dikembangkan dan ditingkatkan untuk membina kehidupan masyarakat dan 
mengatasi berbagai masalah sosial budaya yang mungkin dapat menghambat 
kemajuan bangsa. Penduduk Kabupaten Kampar mayoritas beragama Islam 
(620.459 orang), diikuti oleh Katolik (61.613 orang), Protestan (5.096 orang), 
Budha (575 orang) dan Hindu (54 orang). 
  Pemerintah daerah bersama dengan masyarakat melaksanakan usaha untuk 
meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan kehidupan serta 





penghidupan sosial yang bahagia baik segi material maupun spritual. Sedangkan 
mengenai lingkungan, pada tahun 2014 jumlah perusahaan yang telah memiliki 
dokumen AMDAL/UKL/UPL di Kabupaten Kampar sebanyak 72 perusahaan. 
  Program pembangunan industri di Kabupaten Kampar meliputi program 
pokok dan program penunjang. Program pokok meliputi pengembangan industri 
rumah tangga, kecil dan menengah, program peningkatan kemampuan teknologi 
industri dan program penataan struktur industri. Sedangkan program penunjang 
antara lain adalah program pengendalian pencemaran lingkungan, informasi 
industri, pelatihan dan penyuluhan, serta program penelitian dan pengembangan. 
  Sektor perdagangan di Kabupaten Kampar dilihat dari golongan 
perusahaan dan jumlah perusahaan perdagangan yang sudah memiliki SIUP. 
Sedangkan sektor penanaman modal, terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri 
(PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).
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  Pembangunan jalan di Kabupaten Kampar  setiap tahunnya meningkat, 
guna memperlancar arus barang dan jasa serta membuka keterisolasian suatu 
daerah. Pembangunan prasarana jalan diharapkan secara langsung memberikan 
manfaat besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Panjang jalan di 
Kabupaten Kampar pada Tahun 2014 berjumlah 2.073,10 Km2 meningkat sebesar 
44,75 Km dibandingkan pada tahun sebelumnya. Hal ini memberikan gambaran 
bahwa begitu penting sarana dan prasarana bagi kehidupan masyarakat, untuk 
meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat. 





  Khusus untuk pelaksanaan pemberangkatan jemaan haji di Kabupaten 
Kampar dilakukan oleh Bagian Kesra, mulai dari pengadaan sarana prasarana, 
transportasi, akomodasi dan katering (makanan jemaah), bekerja sama dengan 
Departemen Agama Kabupaten Kampar. Bagian Kesra pada Pemerintah 
Kabupaten Kampar terdiri dari Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, 
Bagian Kepemudaan dan Olahraga,Kesehatan, Sosial, dan Bagian Keagamaan dan 
Bina Mental. Bagian Keagamaan merupakan bagian yang mengurus 
pemberangkatan jemaah haji pada setiap tahunnya. 
A. Gambaran Umum Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar 
Pada Tahun 1950 perkembangan wilayah Air Tiris meningkat cukup 
signifikan, karena Pasar Usang jauh dari jalan yang dibangun pada waktu itu. Hal 
inilah yang menyebabkan Pasar Air Tiris dipindahkan ke tepi jalan. Setelah pasar 




Pasar Air Tiris berada di Pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 
50 dengan luas wilayah atau luas pasar lebih kurang 3 Ha, setelah dilakukan 
perluasan pasar. Secara geografis Pasar Air Tiris mempunyai batas sebagai 
berikut: 
1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Air Tiris. 
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ranah Baru yang dipisahkan oleh 
anak Sungai Katoman. 
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Kampar. 
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4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ranah Baru yang juga dipisahkan 
oleh anak Sungai Katoman.
17
 
Pedagang di Pasar Air Tiris berjumlah lebih kurang 1.612 orang yang 
mana jenis dagangan pada umumnya ialah barang harian. Di Pasar Air Tiris 
jumlah kios Pemerintah Daerah terdiri dari 68 petak, Ruko Swadaya sebanyak 53 
petak, dan ditambah 13 unit Los Pemerintah Daerah. 
Pasar Air Tiris memiliki sebuah unit pelaksana teknis daerah (UPTD), 
yang mana UPTD ini khusus mempunyai fungsi mengelola pasar Air Tiris 
bersama pengurus pasar. Adapun susunan pengurus UPTD Pasar tersebut adalah 
sebagai berikut: 
No Nama Jabatan 
1 Nurdin, S.Sos Kepala UPTD 
2 Ibnu Abas Sekretaris UPTD 
3 Yuli Anas Staf UPTD 
4 Sinta Staf UPTD 
5 Pawit Sukadi Juru Pungut 
6 Syahroni  Juru Pungut 
 
 UPTD berfungsi khusus menertibkan, dan mengelola Pasar Air Tiris ke 
arah yang lebih baik, agar Pasar Tradisional memiliki kenyamanan baik bagi 
pembeli, terkhusus bagi pedagang. Di samping memiliki UPTD, Pasar Air Tiris 
juga memiliki pengurus yang berperan sebagai pengelola perpanjangan tangan 
dari UPTD Pasar Air Tiris. 
 Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung terhadap pelaksanaan 
tugas kedinasan, dimana dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap dan 
sesuai dengan kebutuhan, maka seluruh kegiatan dapat dilakukan dengan cepat, 
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tepat, dan efisien. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat pada UPTD Pasar 
Air Tiris, sebagai berikut. 
No Nama Sarana dan Prasarana Jumlah Kondisi 
1 Bangunan UPTD 1 Baik 
2 Kios Pemda 68 Baik 
3 Los Pemda 13 Baik  
4 Ruko Swadaya 53 Baik 
5 Bangunan WC 3 Baik  
 
 Dari gambaran di atas dapat dilihat bahwa, sarana dan prasarana yang ada 
di UPTD Pasar Air Tiris, dari tabel jumlah Kios Pemda merupakan jumlah yang 
mendominasi di dalam pasar tersebut, dengan alasan pasar tersebut merupakan 
pasar yang memberi kenyamanan baik bagi pembeli, maupun bagi pedagang. 
Sedangkan yang masih dirasa kurang adalah bangunan MCK/WC, yang 
diperuntukkan untuk kepentingan umum, dan ke depan perlu ada penambahan 
WC yang layak, dan dapat memberikan pelayanan yang nyaman bagi pengunjung 
pasar. 
 Pemerintah Kabupaten Kampar secara bertahap memang mengalokasikan 
dana untuk pembangunan pasar Air Tiris, karena posisi dan letak dari pasar Air 
Tiris tersebut adalah di pinggi jalan lintas Bangkinang-Pekanbaru, yang setiap 
hari ramai dilewati oleh berbagai kendaraan, dan juga diharapkan banyak yang 
akan berbelanja di Pasar Air Tiris. 
 Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kampar senantiasa 
mengembangkan pasar tersebut sebagai pasar persinggahan karena berada di 
pinggir jalan lintas. Sehingga perkembangan dari pasar Air Tiris diharapkan 
18 
 
mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, dan masyarakat 


























A. Pengertian Pemalsuan 
Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, 
statistik, atau dokumen-dokumen (lihat dokumen palsu), dengan maksud untuk 
menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya 
yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui 
pemalsuan. 
Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 2 (dua) 
norma dasar, yaitu: 
1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam 
kelompok kejahatan penipuan. 




Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal di dalam suatu 
masyarakat yang sudah maju, dimana surat, uang logam, merek atau tanda tertentu 
dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di dalam masyarakat. 
Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok 
kejahatan penipuan, hingga tiap semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan 
pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang 
memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang, seakan-akan asli atau 
benar, sedangkan sesungguhnya keaslian atau kebenaran tersebut tidak 
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dimilikinya. Gambaran ini bahwa orang lain terpedaya dan mempercaya bahwa 
keadaan yang digambarkan atas barang/surat tersebut adalah benar atau asli. 
Palsu juga diartikan sebagai tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, dan 
sebagainya. Palsu juga diartikan sebagai tiruan atau memalsukan suatu barang 
atau gambar atau ciptaan seseorang, yang dapat menimbulkan kerugian bagi 
pihak-pihak tertentu. 
B. Pengertian Barang Palsu 
Barang palsu adalah versi tiruan atau replika dari produk milik perusahaan 
lain. Produksi, promosi, atu penjualan barang palsu merupakan jenis pelanggaran 
merek dagang yang ilegal di kebanyakan negara, dan dianggap merugikan bagi 
pelanggan, pemilik merek dagang, dan penjual produk asli. 
Peningkatan penggunaan berbagai barang, tanda, tulisan/surat yang 
jaminan keasliannya/kebenarannya dibutuhkan oleh masyarakat, mengakibatkan 
timbulnya perbuatan pemalsuan, serta peningkatan permintaan akan barang-
barang kebutuhan hidup akan menambah kemungkinan/kesempatan terjadinya 
perbuatan pemalsuan tidak hanya atas barangnya sendiri, tetapi juga terhadap 
merek, tanda dan suratnya yang dibutuhkan untuk memberikan jaminan akan 
kebenaran, keaslian atas asal barang tersebut.
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Demikian juga halnya dengan pembangunan di bidang industri, 
penggunaan bahan baku tertentu yang tergolong langka karena penggunaan yang 
terus meningkat. Kelangkaan tersebut dapat menimbulkan kesempatan yang lebih 
banyak untuk terjadinya perbuatan-perbuatan atas bahan-bahan baku tersebut, 





perbuatan mana akan lebih banyak memberikan keuntungan. Pengaturan dan 
penertiban dalam lalu lintas barang pada saat ini menambah jumlah tulisan/surat, 
tanda dan sebagainya untuk dapat dipalsukan. 
C. Merek 
 Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang 
Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan bahwa, “Merek adalah tanda yang dapat 
ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, 
warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, 
atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang 
dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam  kegiatan 
perdagangan barang dan/atau jasa”. 
 Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada 
pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan 
sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada  pihak lain untuk 
menggunakannya. 
 Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 
(sepuluh) tahun  sejak tanggal  penerimaan. Dan jangka waktu perlindungan dapat 
diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. 
Merek tidak dapat didaftar jika: 
a. bertentangan dengan idiologi negara, peraturan perundang-undangan, 
moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum 
b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa 
yang dimohonkan pendaftarannya 
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c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, 
jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang 
dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang 
dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang  sejenis. 
d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat 
dari barang dan/atau jasa  yang diproduksi. 
e. Tidak memiliki daya pembeda. 
f. Merupakan nama umum dan/atau  lambang milik umum. 
 Di samping merek dagang, terdapat juga merek jasa, adalah merek yang 
digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang 
secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa 
sejenis lainnya. 
 Perundang-undangan tentang merek memperkenalkan adanya hak 
prioritas, adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari 
negara yang bergabung dengan organisasi internasional perlindungan merek, 
untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal 
merupakan tanggal prioritas di negara tujuan, yang juga anggota salah satu dari 
kedua perjanjian tersebut, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun 
waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan internasional. 
 Agar pemilik merek memperoleh hak eksklusif atas merek dan mendapat 
perlindungan hukum, maka pemilik merek yang beriktikad baik dapat 
mendaftarkan mereknya kepada pemerintah. Permohonan pendaftara merek 
dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, yang diajukan oleh  pemohon 
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atau kuasanya kepada kementerian yang berwenang. Jika pemohon adalah 
pemohon dengan permohonan yang menggunakan hak prioritas sebagaimana 
disebutkan di atas, harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan 
terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama 




 Sedangkan Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan 
daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis 
termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut 
memberikan reputasi, kualitas,, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau 
produk yang dihasilkan. 
 Lisensi merek di Indonesia tidak direkayasa oleh peraturan, tetapi pertama 
sekali direkayasa oleh praktek dan yurisprudensi. Salah satu Keputusan 
Mahkamah Agung yang memperkuat posisi lisensi merek adalah Keputusan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3051 K/Sip/1981, tanggal 28 
Desember 1983 yang dikenal dengan perkara merek Gold Bond. Keputusan ini 
mengakui hak pemegang lisensi merek. Alasan non-use dari pemegang lisensi 
tidak dapat diterima oleh pengadilan. Akan tetapi, sekarang ketentuan tentang 
lisensi merek sudah diatur dalam Undang-Undang Merek, yang antara lain 
menentukan bahwa perjanjian lisensi wajib dicatat dalam Daftar Umum Merek 
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 Terhadap penerima lisensi yang beriktikad baik, tetapi kemudian merek 
tersebut dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau 
keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakan 
perjanjian lisensi tersebut sampai habis masa berlakunya lisensi tersebut. 
 Dalam hal ini penerima lisensi tidak lagi wajib membayar royalty kepada 
pemilik merek yang dibatalkan, tetapi wajib membayarnya kepada pemilik merek 
yang tidak dibatalkan. Jika pembayaran royalty telah dilaksanakan sekaligus, 
maka pemilik merek yang telah dibatalkan wajib mengembalikan royalty kepada 




 Dari pernyataan tersebut dapat diketahui, bahwa pemilik merek 
merupakan pemegang lisensi merek yang dilindungi oleh undang-undang, bagi 
pihak lain yang akan menggunakan merek tersebut harus membayar royalty 
kepada pemilik merek yang bersangkutan. Apabila pemakain merek orang lain 
tanpa izin dari pemilik merek yang bersangkutan dapat dituntut, menggunakan 
merek orang lain tanpa izin, bahkan apabila dipalsukan merek yang bersangkutan 
dapat diajukan gugatan ke pengadilan, dengan tuntutan ganti rugi dan yang 
meniru merek tersebut tidak lagi dapat menggunakan merek tersebut. 
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D. Hak Kekayaan Intelektual 
Hak merek telah memberikan kewenangan yang besar bagi para pencipta 
merek. Sesuai dengan pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak merek 
dapat diartikan sebagai hak milik yang melekat pada karya-karya cipta di bidang 
kesusasteraan, seni, dan ilmu pengetahuan seperti karya tulis, karya musik, 
lukisan, patung dan sebagainya. Pada hakikatnya, hak merek adalah hak yang 




Di dalam Undang-Undang Tentang Merek, pengertian hak merek 
dirumuskan sebagai hak eksklusif pencipta atau penerima hak untuk 
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu 
dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
24
 Pengertian hak merek sebagai hak eksklusif di dalam 
Undang-Undang Tentang Merek, dirasakan perlu penjelasan lebih jauh, karena 
walaupun hak merek bersifat eksklusif, pemegang hak merek tidak mudah 
mempertahankannya. Sementara pengertian hak merek menurut Undang-Undang 
Tentang Merek, adalah hak eksklusif merek yang timbul secara otomatis 
berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu merek diwujudkan dalam bentuk 
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Hak merek sebagai hak milik membawa konsekuensi bahwa pencipta merek 
mendapat perlindungan atau proteksi hukum terhadap pemanfaatan hak merek 
secara tidak sah atau tanpa izin pencipta. Pemanfaatan suatu merek oleh pencipta 
merek tidak berlangsung abadi atau untuk selamanya. Jika penggunaan merek 
oleh masyarakat dilakukan secara bebas adalah tidak adil bagi pencipta merek, 
sebaliknya pemanfaatan merek tanpa batas waktu oleh pencipta merek juga 
membawa ketidakadilan bagi masyarakat. Kompromi yang terjadi antara 
pendukung hak merek dengan yang menolak hak merek adalah bahwa hak merek 
memiliki masa berlaku yang terbatas (copyright is limited in time). Hak-hak yang 
tercakup di dalam hak merek, adalah hak eksklusif dan hak ekonomi dan hak 
moral. Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak 
merek adalah hak untuk: 1. membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual 
hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya salinan elektronik); 2. 
mengimpor dan mengekspor merek ciptaan; 3. menciptakan karya turunan merek 
atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan); 4. menampilkan atau 
memamerkan ciptaan di depan umum; dan 5. menjual atau mengalihkan hak 
eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.
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Hak merek berlaku dalam jangka waktu yang berbeda-beda dalam yuridiksi 
yang berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Masa berlaku tersebut juga dapat 
bergantung pada apakah merek tersebut diterbitkan atau tidak diterbitkan. Di 
Indonesia sendiri, menurut Undang-Undang Tentang Merek, pemberlakuan 
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jangka waktu perlindungan hak merek ditambah menjadi 70 (tujuh puluh) tahun.
27
 
Penambahan ini dilakukan dengan alasan untuk menghormati dan melindungi 
pencipta merek sehingga memiliki waktu lebih lama untuk menikmati hak 
ekonominya. 
Selain itu juga dalam prakteknya, hak-hak merek belum sepenuhnya dijamin 
di dalam Undang-Undang Tentang Hak Cipta. Maksudnya di dalam Undang-
Undang Tentang Hak Cipta, hak-hak pencipta dirumuskan secara global yakni hak 
untuk mengumumkan dan memperbanyak sehingga hak-hak pencipta yang 
lainnya tidak secara eksplisit dinyatakan dalam rumusan Pasal 2 ayat (1). Hal ini 
tentu saja sangat berpengaruh terhadap pencipta dalam mengekspolitasi hak 
ekonomi yang dimilikinya karena menjadi kurang terlindungi dan tidak memiliki 
dasar hukum yang kuat. 
Kemudian berdasarkan praktik di masyarakat, pemberlakuan delik biasa atas 
tindak pidana di bidang hak cipta ternyata dirasakan kurang tepat untuk 
diberlakukan. Hal ini dikarenakan hak merek merupakan hak keperdataan yang 
bersifat eksklusif, sehingga idealnya pelanggaran atas hak merek adalah delik 
aduan karena yang paling mengetahui adanya pemalsuan atas suatu merek adalah 
pencipta itu sendiri. Hal ini kemudian diperjelas dengan adanya hal beban 
pembuktian, di mana penyidik dirasakan akan menjadi kesulitan untuk 
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Di dalam Undang-Undang Tentang Merek, diatur materi baru mengenai 
perlindungan terhadap pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat) 
akan kembali kepada pencipta setelah 25 (dua puluh lima) tahun.
29
 Berdasarkan 
penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Tentang  Hak Cipta, yang dimaksud jual 
putus adalah perjanjian yang mengharuskan pencipta menyerahkan ciptaannya 
melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas ciptaan 
tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batasan waktu, atau dalam 
praktik dikenal dengan istilah sold flat.
30
 Secara sederhana dapat dikatakan bahwa 
pengertian jual putus (sold flat) di sini adalah suatu bentuk perjanjian yang 
mengalihkan hak merek secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain tanpa 
batas waktu dan absolut. 
E. Hak Cipta 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah resmi 
digunakan sebagai pengganti dari Undang-undang no 19 tahun 2002. Dengan 
telah diundangkannya UndangUndang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 
membuat para pelaku bisnis dan seni di Indonesia bisa lebih berharap banyak 
terhadap perlindungan dan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di 
Indonesia. 
Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah 
hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif 
setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi 
pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta 
                                                 
29





berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan". Ciptaan 
tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya 
koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, 
lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, 
dan (dalam yurisdiksi tertentu) Desain Industri. Hak Cipta merupakan salah satu 
jenis Hak Kekayaan Intelektual, namun Hak Cipta berbeda secara mencolok dari 
Hak Kekayaan Intelektual lainnya seperti paten yang memberikan hak monopoli 
atas penggunaan invensi karena Hak Cipta bukan merupakan hak monopoli untuk 
melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang 
melakukannya. 
Sebagaimana diberitakan dalam artikel DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) 
setujui Rancangan Undang-Undang Hak Cipta menjadi Undang-Undang. 
UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak 
Cipta Baru) akan mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak 
Cipta. 
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, memberikan definisi yang 
sedikit berbeda untuk beberapa hal. Selain itu, dalam bagian definisi, Undang-
Undang Hak Cipta baru juga diatur lebih banyak, seperti adanya definisi atas 
fiksasi, fonogram, penggandaan, royalti, Lembaga Manajemen Kolektif, 
pembajakan, penggunaan secara komersial, ganti rugi, dan sebagainya. Dalam 
Undang-Undang Hak Cipta baru juga diatur lebih detail mengenai apa itu Hak 




Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh undang-undang 
guna mencegah terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh orang yang 
tidak berhak. Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar tersebut harus diproses 
secara hukum, dan bila terbukti melakukan pelanggaran, dia akan dijatuhi 
hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang bidang hak kekayaan 
intelektual yang dilanggar itu. Undang-undang bidang hak kekayaan intelektual 
mengatur jenis perbuatan pelanggaran serta ancaman hukumannya, baik secara 
perdata maupun secara pidana. 
Indonesia sebagai penganut Civil Law System, maka UndangUndang No. 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pembentukannya bertitik tolak dari 
pencipta. Di Indonesia perlindungan hak cipta hanya diberikan pada suatu karya 
cipta yang telah memiliki bentuk yang khas (material form), bersifat pribadi, 
menunjukan keasliannya yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau 
keahlian (mental effort) sehingga berwujud sebagai ciptaan yang dapat dilihat, 
dibaca, atau didengar. 
Perlindungan hak cipta terhadap ciptaan di Indonesia berdasarkan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 berlaku secara otomatis sejak suatu ciptaan 
diumumkan, hal ini tercantum dalam Pasal 59 ayat (1) yang berbunyi: berlaku 
selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. 
Perlindungan hukum yang diberikan terhadap karya cipta dimaksudkan 
untuk merangsang kreativitas dari pencipta agar selalu menciptakan suatu karya 
yang bermanfaat dan dapat dikomersilkan. Selama karya cipta ini belum 
dieksploitasi atau belum terjadi interaksi yang bersifat mengikat antara pencipta 
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dengan pengguna maka karya tersebut belum dapat menghasilkan nilai ekonomi 
yang maksimal. Oleh karena itu sangat diperlukan pemahaman yang benar tentang 
bagaimana cara memperlakukan karya cipta agar tetap terjaga dan terlindungi. 
Perlindungan atas ciptaan dapat dilakukan pencatatan ciptaan, hal ini tercantum 
dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi: 























Berkenaan dengan uraian dan pembahasan di atas, maka penulis 
mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perkembangan pakaian merek tiruan (palsu) dilihat dari Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar, 
menurut undang-undang tersebut tidak dibenarkan kecuali merek tersebut 
dialihkan oleh pemiliknya melalui pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, 
atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang sebagaimana dijelaskan 
dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, selain dari hal tersebut 
maka penggunaan mereka milik orang lain adalah ilegal termasuk pakaian 
dengan merek tiruan atau palsu. 
2. Dampak penjualan pakaian merek tiruan (palsu) dilihat dari Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Pasar Air Tiris kabupaten Kampar, 
antara lain adalah sewaktu-waktu pemilik merek dapat mengajukan tuntutan ke 
pengadilan niaga, berupa tuntutan ganti rugi. Di samping itu juga dapat 
meminta ke pengadilan untuk menarik atau menghentikan peredaran barang 
dagangan yang menggunakan mereknya tanpa izin. Hal ini merupakan dampak 
yang bisa terjadi akibat penjualan pakaian dengan merek tiruan atau palsu. 
B. Saran 





1. Kepada pedagang pakaian di Pasar Air Tiris harus benar-benar memperhatikan 
merek dagangannya, jangan sampai karena menggunakan merek palsu 
kemudian dituntut oleh pemilik merek yang bersangkutan, sehingga 
menimbulkan kerugian bagi pedagang yang bersangkutan. Oleh karena itu bagi 
para pedagang sewaktu membeli barang dagangan tersebut pada grosir harus 
memperhatikan betul merek yang digunakan pada barang yang akan dijual 
tersebut agar tidak mengalami kerugian di kemudian hari. 
2. Kepada pembeli harus berhati-hati dalam memilih barang yang akan dibeli 
jangan sampai membeli barang yang kualitasnya tidak bagus, tetapi dibeli 
dengan harga mahal. Oleh karena itu pembeli harus benar-benar 
memperhatikan kualitas barang dan merek yang digunakan, karena saat ini 
banyak barang-barang di pasaran merupakan barang tiruan atau palsu, sehingga 
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